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a. bahwa pengaduan masyarakat yang ditangani secara baik
dan benar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam
penyelenggaraan pemerintah sehingga terwujud
pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsl, kolusi
dan nepotisme;

b. bahwa melihat perkembangan teknologi dan kondisi
masyarakat saat InI, dipandang perlu untuk
menyempurnakan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tanggal 31
Agustus 2004 tentang Pedoman Umum Penanganan
Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;

,1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Hepublik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang­
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang.-UndangRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
! Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4450);

g). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3995);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat .Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

,~. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3176);

s. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

I

,4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

1999 Nomor 169, "Iarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890)~

! 1._
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Taufiq Effendi

Menteri Negara
~aratur Negara

!~

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 April 2009

, lDengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri
I

~fjJegara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
'~EP/118/M.PAN/8/2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang
"Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi
: tnstansl Pemerintah tidak berlaku lagi.

I ~al-hal yang belum diatur dalam pedoman ini dapat diatur lebih
: lanjut oleh pimpinan instansi masing-masing;

; ~eraturan Menteri ini rnulal berlaku pada tanggal ditetapkan untuk
I dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab sebagaimana
, mestlnya:

I Fj>edomanUmum Penanganan Pengaduan Masyarakat 8agi
; lhstansl Pemerintah dimaksud adalah sebagaimana tercantum
qalam lampiran Peraturan Menteri ini;

i Pedornan ini merupakan acuan bagi para Pimpinan Instansi
I Pemerlntah baik di Pusat maupun Daerah termasuk
, BUMN/BUMD, BHMN/BHMD dan badan usaha/badan hukurn
I lalnnya milik negara dalam meningkatkan efektifitas penanganan
I ~engaduan masyarakat di lingkungan instansinya secara terpadu,
i t~rkoordinasi, dan sinergik sesuai dengan ling~up tugas,
, ti:m99urigjawab,dan wewenangnya masing-masing;

MEMUTUSKAN:
I

I ~ERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
I~PARATUR NEGARA TENTANG PEDOMAN UMUM
I ~ENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI INSTANSI
~EMERINTAH

,
, .
: i'i 112. Peraturan Presiden Nornor 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan, Tugas, Funqsl, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Kementerian Neg,araRepublik Indonesia.

i I

KELIMA

KEEMPAT

KETIGA

KEDUA

PERTAMA

Menetapkan
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Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat cliharapkan dapat
I I

lebih terbuka dalam melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap
Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.­

I I
undahgaryangberlak~

A. Latar B~ICfkang

Salah S?t~ upaya Pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan aspirasi
retormasl adalah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Ip~nyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dla~Nepotisme (KKN).

Yang p~1i1gutama dalam kebijakan tersebut adalah dikembangkannya
akuntabTt?s kinerja aparatur sebagai wujud implementasi dari tuntutan
aspirasi I: reformasi, agar aparatur negara mampu
mempertarggungjawabkan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada
rakyat In:d9nesiasebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.

Sebagai;PFnjabaran leblh lanjut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor
68 Tahup 11999tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat
Dalam Rehyelenggaraan Negara, yang antara lain menjelaskan bahwa

. I

peran s~rt~ masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta
mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi,
kolusi, dk1 nepotisme yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum,
.moral d~n .sosialyang berlak~ dalam masyarakat.

Dengan ~~mikian hal pentlnq yang perlu diperhatikan adalah:

1. Tindakan hukum terhadap pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme
yang I khusus ditujukan kepada para Penyelenggara Negara dan
peja~allain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya deriqan
penytltnggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan
peruridanq-undanqan yang berlaku;

I •

2. Pemberdayaan rnasyarakat dalam rangka ikut serta mewuju·dkan-··-I I .-
penYylynggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan
nepotisme.

I '
I
I

PENDAHULUAN

BABI

...
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1. Mak~uld

a. Srbjagaiacuan bagi instansi pernerintah baik pusat maupun
daerah termasuk BUMN/BUMD, BHMN/BHMD dan badan
u~aha/badan hukum lainnya rnilik negara dalam penanganan

I I
pengaduan masyarakat;

I I
b. s$bhgai pedoman bagi Aparatur Negara untuk berslkap, bertindak,

d$nl berperilaku agar memiliki etika moral yang baik, mendorong
e~o~kerja serta menumbuhkan dan meninqkatkan kepercayaan
rnasyarakatdalam menangani pengaduan masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan
I

Melalui I ! kedua kebijakan di atas, dlharapkan dapat
menUm~U~kembangkanh~l-hal seb~gai berikut:

i !
1. pen~e\enggara Negara dapat meninqkatkan pelaksanaan tugas,

fungsi,: dan tanggung [awab di bidangnya masihg-masing, sesuai
I .

denqan harapanmasyarakat;
I .

2. Melakukan berbagai tindakan nyata dalam rangka menindaklanjuti
pen~a~asan masyarakat ufamanya melalui intensifikasi penanganan
penga~uan masyarakat oleh semua unsur aparatur negara terutama
aparkt~r pemerintah baik di pusat maupun daerah;

3. penln6anan pengaduan masyarakat dilakukan secara komprehensif,
terk101dinasi, terpadu dan sinergik serta saling rnenqhormatl hak,
kewajilDandan wewenangnya masing-masing berdasarkan etika dan

I I
peraru~anperundang-undanganyang berlaku.

Berdasarken uraian tersebut dan melihat kondisi pada saat ini dalam
penang~nkn pengaduan masyarakat, maka dipandang perlu untukI I
melakukan penyempurnaan Pedoman Umum Penanganan Pengaduan
MasyarJkat Bagi Instansi Pemerintah, agar pedoman ini dapat digunakan
Sebagaila~uandalam pelaksanaan penanqanan pengaduan masyarakat,
yang dapcltmenampung kenyataan-kenyataan yang terjadi pada saat ini
sehingg~ benanganan dan pemantauan pengaduan masyarakat dapat
terselenqqara dengan efektif dan efisien serta terkoordinasi dan dapat
dipertanbdungjaWabkankepada masyarakat.

I I
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d. melalui media cetak. I

b. secara tertulis/surat

c. m~lllui; media elektronik
: I

D. Ruang ~i~9kUP'

.1, Penahganan pengaduan masyarakat yang diterima instansi
pemJrihtah pusat dan daerah termasuk BUMN/BUMD, BHMN/BHMD
dan I b1adan usaha/badan hukum lainnya rnllik negara, yang
d' I!'kIsa1Pri an:

, Ia, se~aralangsung
I I

c. sasara1 :

1. TerselJsaikannya penanganan pengaduan masyarakat secara cepat•.
tepatl ,ertib, dan dapat diperfanggungjawabkan kepada masyarakat
sesufi I dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berla~~;

2, TerwLj6dnya persamaan persepsi dan mekanisme dalam penanqanan
I I

psnqaduan masyarakat;
I .

3. Terclptanya koordinasi yang baik antar instansi pemerintah daJam1 I r

penanqanan pengaduan masyarakat;

4, Terwujl!Jdnya pelayanan masyarakat yang baik oleh Aparatur
pem~rihtah dalam penanganan pengaduan rnasyarakat.

'2. TUlU~1
a. a@ar pengaduan masyarakat dapat ditangani dengan baik dan

b~n~r serta efektif dan efisien;

b. a@a;rpenanqanan penqaduan masyarakat lebih terkoordlnasl dan
m;ernpunyaimekanisme penanganan yang sama;

I •

c. m1emberdayakanpenqaduan masyarakat sebagai kontrol sosialI I .
terhladap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
masyarakat;

I '

d. m:e~dorongterwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik
(qopd Governance) dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
(~~N).

,
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E. Pengertia'n
1. Ap~r~tur Negara adalah keseluruhan lembaga dan pejabat negara

seJal pemerintahan yang meliputi aparatur kenegaraan dan
pe+~rintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, bertugas
dan ;bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara serta
sehantiasa mengabdi dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan
cit~-~ita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ap~r*tur Pemerintah adalah perangkat pemerintah untuk
merj~lankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pelayanan
masyarakat, baik di pusat maupun daerah termasuk aparatur
BUMN/BUMD, BHMN/B'HMD dan badan usaha/badan hukum
I .1: 'I'kal1nya rm I negara;

3. pe~YF'enggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan
fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang
funbdi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenqqaraanI I . <

negara sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
I I

ya1g iberlakU;
4. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota Lembaga Negara

se~a~aimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan
pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang;

5. InS~alj1SiPemerintah ~dalah sebutan kolektif yang meJiputi
se~r~tariat Kepresidenan, Kementerian Koordinator, Departemen,
Ker~nterian Ne~ara, Kejaksaan Agung, Mabes.TNI, Mabes ~olri:
Le~b;aga Pemenntah Nor Departemen, Sekretanat Lembaga Tlnggl
Neqa]a, Sekretariat Lembaga Lain, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/
Kotk I termasuk BUMN/BUMD, BHMN/BHMD dan badanI : .
usaha/badan hukum lainnya milik negara serta Instansi Pemerintah
'ainh~a baik di tingkat Pusat maupun Daerah;

I

6. pe1grwasan funqslonal, yang selanjutnya disingkat Wasnal
adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara

I I
fungsional baik intern pemerintah rnaupun ekstern pemerintah,
ter~a~ap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan
rnasyarakat agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan
perunoanq-uncanqan yang berlaku;

I '

2. Men9a~ur sikap, tindakan, ucapan dan perilaku Aparatur Negara yang
menan~ani pengaduan masyarakat.

I I
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15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat
I I .', . ~

AP,PI adalah L.embaga/UnitkerJadi Iingkungan'lnstansi Pemerintah
ya~g mempunyai tugas dan fungsi rnelakukan pengawasan
funqslona' terhadap penyelenqqaraan pemerintahan terrnasuk

I I ! ,
sa~uan Pengawasan Intern (SPI) BUMN/BUMD, BHMN/BHMD dan
baqa~ usaha/badan hukurn lainnya milik negara;
Pirml'pinan instansi adalah Pejabat Pembina Kepegawaian baik Pusat

I h .ma~p.unDaera ;
pe~dawasan masyarakat, yang selanjutnya disebut Wasmas adalah
pe1grwasan yang ~ilakukan oleh masyarakat terhadap
pe~yelenggaraan pemerintahan;
pe~g~adUanmasyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan
maF~arakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Aparatur
perrJintah terkait, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau
keluhan/pengaduan yang bersifat membangun;
pefg;adUan berkadar penqawasan adalah pengaduan masyarakat
ya~g! isinya rnenqandunq informasi atau adanya indikasi terjadinya
penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan
I hi, .o el, aparatur neg~ra, yang mengakibatkan keruqlan

masy,arakat/negaradalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
pe~g~dUan tidak berkadar pengawasan adalah pengaduan
rnasyarakat yang isinya mengandung informasi berupa sumbang
saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya yang
berrnantaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan danI .

pe'fYrnan masyarakat;~ ;
Pe~arganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang
melip1uti penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran,
ko~,fir;masi,klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak
lanj;ut!dan pengarsipan; .
Pemertksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan
eval,ubsi bukti yang dilcikukan secara independen, obyektif, dan

I I
pro~efional berdasarkan standar yang berlaku, untuk menilai
keb,e~aranatas pengaduan masyarakat;
Korifir,masi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan
pe1e~asan mengenai keberadaan terlapor yang teridentitlkasl, baik
bersifkt perorangan, kelompok maupun institusional apabila mungkin

I I

terrnasuk masalah yang dilaporkan;

7.
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F. Asas-Asas Penanqanan Pengaduan Masyarakat
I I r

1. Kepa,stian hukum yaitu mengutamakan landasan peraturan
I I .

perundang-undangan yan§ berlaku dalam menangani pengaduan
maSy~r~kat; !

; ,
2. Transparansl yaitu membuka did dan memberi kesempatan kepadaI I

masyarakat dalam melakpanakan hak-haknya untuk rnemperoleh
infor~~si yang benar, [ujur dan tidak diskrirninatif terhadap
pena~grnan pengaduan rnasyarakat berdasarkan mekanisme dan
pros~d~r yang jelas; !

3. Koordlhasl yaitu rnelaksanakan kerjasama yang baik antar pejabat
yang I ~erwenang dan araratur pemerintah terkait berdasarkan
mekani~me, tata kerja dan prosedur yang berlaku;

I I '
4. Efekt/vitas dan efisiensi yaitu tepat sasaran, hemat tenaga, waktu

dan blaya; ;

21.

20.

19.

18.

17.

'I '

Klatif~ka~i adala~ proses penle~nihan atau kegiata~ yang
mefgenkan penjelasan mengenal permasalahan yang dladukan
pa4a Iproporsi yang seb!enarnya kepada sumber pengaduan dan
instansi terkait; i
peJk~or adalah lndlvldu, atau kelompok masyarakat yang
me~yr~paikan penqaduan kepada instansi pemerintah tertentu;
Terlapor adalah aparatur negara atau lembaga tertentu dl luar
pe~erintah yang diduga melakukan penyimpangan atau
pe1rnpgaran; I
Stafu~ selesai adalah apabila instansi/unit kerja yang berwenang
telah. menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas pengaduanI I 1
masyarakat: I
pa+~iPasi 'masyarakat :adaJah peran aktif masyarakat untuk ikut
se~a Imewujudkan Penyelenqqara Negara yang bersih dan bebas
dari kbrupsi, kolusi, dan n:epotisme;
Eti~aidalampenanganan pengaduan masyarakat adalah norma dan
as~s Iyang dipedomani dalarn menjalankan tugas yang mengatur
ten~aTg sikap, tindakan, ucapan ?an' perilaku bagi aparatur
pe~erintah yang menanqanl pengaduan masyarakat.

,- !
I

16.

I I
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I I

5. AkU+1bilitas yaitu harus dapat dipertanggungIawabkarrkepada
masyarakat, baik proses m~upun tlndak lanjutnya;

'6. ObY1kJivitasyaitu berdas~rkanfakta atau bukUtanpa dipengaruhi
pras~nbka., i. nterpretasi, f' epentlngan prlbadl, golongan ataupun
kepej'ihgan plhak tertentu;•

7. proporl~ionalitas yaitu rmengutamakankepentingan pelaksana.an
tuga~ dan kewenangan dengan tetap memperhatikan adanya
keperingan yang sah lainqya secara seimbang; .

8. Kera~Jsiaan yaitu meniaJa k~[ahasiaansesual dengan ketentuan
peraturkn perundanq-undanqan yang berlaku, kecuali bila ada hak
ataur~Wajibanprotestonat rtau hukurn untuk mengungkapkan.
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APar~t~r Pemerintah yang Imenangani pengaduan masyarakat wajib
menjt1n~ungnllal-nllal dasar} sebagai berikut:

1. B~rani mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat

k~p~,tusan yang ber~a,,"itan dengan penang,anan pengaduan
mf1yarakat; I '

2. Inte~ritas, mewujudkarr perilaku yang jujur dan bermartabat;
I I l'

3. T~ngguh, tegar dalam !menghadaPi berbagai godaan, hambatan,
ta~tkngan, ancaman dar intimidasi dalam bentuk apapun dan dari

I I r •

pi~C\kmanapun; I

4. Inovatlf,selalu meningiatkan pengetahuan dan kapasitas pribadi.

B. Kewajlban dan Larangan bagi Aparatur Pemerintah yang
I I. d ! k tmenrpam penga uan mryara a

1. AlParatur Pernertntah yang menangani pengaduan
I I k t llbmasyara a waJI :

a.14e'aksanakan tugas dan wewenang secara proporsional dan
I p,rofesional;. .

b.' melaksanakan tuqas dan wewenang sesuai dengan ketentuan
: I !
; ~ang berlaku; I

c. rnembangun etos ketJa untuk meningkatkan kinerja;

d. rj'lengembangkan p~mikiran secara kreatif (jan iriovatif dalam
ranqka peninqkatan rnerja;

r

'BAB II
, I

, ETIK~ pALAM PEN~NGA~AN PENGADUAN MASYARAKAT

I I I .
Etika ini Idirnaksudkan sebagai pedoman bagi Aparatur Pemerintah yang
menangani pengaduan rnasyarakat dalam bersikap, bertindak, berucap,
dan be~pkrilaku agar memihki moral dan kepribadian yang baik,
mendoroln~ etos kerja serta +enumbuhkembangkan dan meningkatkan
kepercayta~n masyarakat dalarn penanganan pengaduan masyarakat.

I

A. Nilai-,iNlllli Dasar APanl'"atur Pemerintah yang menangani
pengaduan masyarakatI I ,

I I



1. Etika terhadap pelapor

al ~emberikan pelayapan dan empati, horrnat dan santun, tanpa
pamrih dan tanpa ulsur pemaksaan;

b 1 rnemberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil1 ' I

serta tidak diskritninrtif;

e.; rpenlaqa tnformasl y!ng bersifal rahasla lerk~i! denganjabatan,
, pelapor, dan terlapot

f. : rpenyerahkan selur1uh dokumen atau bahan-bahan yang
berkaitan dengan PI. ngaduan masyarakat kepada atasannya,

: ~pabila.SU.dlihtldakl.•••menangani pengaduan masyarakat atau
I gerhentl/ahhtugas; .'

g.1 rnenjaga kerahasiaan, baik informasi maupun dalam bentuk
~Okumen kepada f pihak lain, yang diperoleh sebagai
~onsekuensi pelaksanaan tugas selama menangani pengaduan
masyarakat, baik s~cara langsung maupun tidak langsung,

; apabfla sudah tida~.•.menangani pengaduan masyarakat atau
: ~erhenti/alih tugas. [

2. APa~~lur pe'merinllh yang menangani pengaduan
I I t

m1a;yarakat dilarang: I
a'l rrenggunakan sum~er daya publik untuk kepentingan pribadi
, ;tau golongan; I

b. 'iT1enerimaimbalan 1a1ambentuk apapun untuk kegiatan yang
berkaitan dengan penanganan pengaduan masyarakat; .

c.i ~eminta atau rnenerirnabantuan dari pihak manapun untuk
~epentingan proses penanganan pengaduan masyarakat;

d. menyampaikan inf~rmasi/dokumen kepada pihak manapun
selain pejabat yang diberi kewenangan;

e'l rnenanqanl kasus ] yang menimbulkan terjadinya konflik
kepentinqan pribadl, kelompok maupun golongan.

C. Elik~ jAparalur pemerJtah dalarn penanganan pengaduan
rnasyarakat

I I

I·

I !

9
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c. tenjamin kerahaslaan identitas pelapor sesuai denqan
1etentuanperaturan Iperundangcundanganyang berlaku;

d. renciptakan kenya1anan dan kearnanan kepada pelapor;

e. remberikan penjelasan secara proporsional tentang
, 1erkemli'anganproslS penqaduan masyarakat yang ditanganL

2. elilJlI terhadap 'e,rapolmellputt:

a. ~enJunjung tinggi aSis praduga tak bersalah:

b., renghOrmati hak.hi terlapor,

3. E~iJaterhadap sesamf. Aparatur Pemerintah yang menangani
penbaduan maSyarakjl:

a. ~enjalin kerjasama\secara kooperatlt dengan unil kerja lain
~ang terkait dalam ringka pencapaian tujuan;

b·i ~enggalang rasa ketersamaan;

c. .henghargai perbedjan pendapat;

d. Jaling membimbing, mengingatkan, dan inengoreksi.
I,

j.
!
I,

,I l:..
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BAB III

. I .
Pengaduan i tas~arakat yang dlterima oleh instansi pemerlntah agar
ditangani secara cepat, tepat, dAn tertib, maka setiap instansi pemerintahI I !
perlu menarbah tugas dan fungsi pada unit kerjanya untuk melakukan
penatausahr,n, yang meliputi:

I I
I ~ ~.A. Pencatatan

pencata~af dilakukan sesuai dengan prosedur penatausahaan/
pengadministra$ia,n ya,ng berljl.,ku di lingkungan masing-masing instansi,
dengan I ckra manual atau. penggunaan sistem aplikasi komputer
disesuai~ah dengan sarana yang dimiliki.

pengad+t masyarakat y"",g diterima secara langsung, tertulis/surat, dan
melalui Ilnerdiaelektronik serta rl edia cetak, dilakukan pencatatan sebagai
berikut: '

1. Data sJat pengaduan, mel"lputi:
I I'a. Nornor dan Tanggal Agenda

b. Tln6ga' surat pengadu fn
Ki I .

c. jt!gon
d. Perihal

I :
I '

2. ldentltas pelapor, meliputi:
I I

a. Nama
I :

b. AI~npat

P Ik: .c. J erjaan

d. 'b~paten/Kota

e. PTV;insi

f. K,teFori Pelapor

3. Identitla~ terlapor, meliputi:

a. N~m~a
I ,

b. Nlrp/~RP

I ,!, ~

!P~NATAUSAHAAN F?ENGADUAN MASYARAKAT
! ! "
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I

C. Alamat
I I

d. Jabatan
I I

e. I'n~tEmslTertaoor
I I t'

f. K~tJgori Instansi
! r
I ,

4. Loka~ikasus, meliputi:
I Ia. Kabupaten/Kota

b P I I..
. r10Yinsi

c. Negara
I I

.. ~
,

i :
13. penelaar~n

I ,

Pengadya? yang telah dicatat kemudian ditelaah dan dikelompokkan
berdasarkan jenis penYimpangrn dengan kode masalah, sebagai berikut:
'01. pe+rlahgUnaan wewen ng .
02. Pelayanan masyarakat

03 K· I I ./ I'.. orupsi pung I
04 K I I . /k k' ...

. . egeT.'awaran etenaga 1.J1aan .
05. Pertanahan/perumahan •I I .
06. HU~Ur/peradilan dan HAM
07. Ke1aspadaan Nasional

08. Tatrl~ksana/regUlaSi
09. Lingkungan hidup, danI I

10. UrnumI '
Rincian lebih lanjut pada je1iS masalah tersebut dapat dilihat dalam
LamPira11' dan apabila terdfpat jenis masalah yang belum t~rca~t_:J~>=<""~'
dalam k0d1e jenis masalah te~sebutJdapat ditambahkan sesuai dengan
kebutuhJnlinstansi masing-masing.

Langkahllangkah penelaahan materi pengaduan masyarakat setidak­
tidaknya rrlelipUtikegiatan.keg\atan sebagai berikut:

1. Merur~skan inti m~salah fng diadukan;

2. Men~h~bungkanmateri pe gaduan dengan peraturan yang relevan:
I
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!
b. apabila substansl/materi pengaduan tidak logis yang berupa

k~in~inan pelapor secara normatif tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan pemerintah
ti1a~ mungkin memenuhinya, tidak perlu diproses lebih lanjut.

2. Tidakl Berkadar Pengawasan. ! .
a. apabila substansi/materi pengaduan berupa sumbang saran, kritik

y~n@ konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi
p~rqaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan .
masyarakat, sebagai bahan informasi atau bahan pengambilan

I I
keputusan/kebijakan;

a. apapna substansi/materi pengaduan logis dan memadai dengan
id61ltitas pelapor [elas serta didukung bukti awal, harus dllakukan
pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran informasinya;

I
b. apablta substansi/materi pengaduan logis dan memadai serta

di~4kUng bukti awal, namun identitas pelapor tidak jelas, perlu
dilal:<ukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran
inrOrmaSinya;

c. apaplla substansi/materi pengaduan tidak memadai dan identitas
p~lcipor jelas, perlu dilakukan klarifikasi dan konfirmasi sebelum
di\a~ukanpemeriksaan;

d. apablta substansi permasalahannya sama, sedang atau telah
dila~ukan pemeriksaan, dijadikan tambahan informasi bagi proses
Pirtibuktian.

Hasll petE4laahanpengaduan masyarakat tersebut, dikelompokkan dalam
2 (dua) kateqorl, yaitu:

! .

1. Berkadar Pengawasan
I I

,

3. Meneliti dokumen dan/atau informasl yang pernah ada dalam
kaita~nyadengan materi penqaduan yang barudlterima;

4. Men~t1Pkan hasll penelaahan pengaduan masyarakat untuk proses
penanganan selanjutnya.

I :
::'

';: .... '

I '
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c. Prj<;3.batNegara
ApClbila permasalahan yang disampaikan mengenai
pen;Yimpangan dan pelanggaran yang dllakukan oleh pejabat
nkdara, penyalurannya disampaikan kepada Presiden RI selaku
K?Rala Negara/Pemerintahan dengan tembusan kepada pimpinan
in~a.nsiyang terkait.

I
I

2. Apabila permasalahan rnelibatkan aparat penegak hukum,
penyetenqqara neqara, dan orang lain yang ada kaitannya denqan

b. Bukan Aparatur Pemerintah
I :

Apablla permasalahan yang disampaikan mengenai
ptnYimpangan' dan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan
aparatur pemerintah, penyalurannya ditujukan kepada pimpinan
in:sti:mSiteknis yang berwenang menangani, dengan tembusan
ktpFlda pimpinan instansi pemerintah terkait.

1. Pen~al!-Hanberdasarkan obyek terlapor

a. ApClraturPemerintah

Apabila permasalahan yang disampaikan mengenai
penylmpanqan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur
p~merintah, penyalurannya ditujukan kepada APIP instansi
t4rlc;lpor atau Instansi Pemerintah yang berwenang agar dapat
segFra ditangani dengan tembusan kepada pimpinan instansi/unit
k~rjp.instansi terkait untuk mendapatkan perhatian.

Mekanlsrne penyaluran pengaduan masyarakat diproses berdasarkan
jenjang/~ir~rki kewenangan serta tanggungjawab sebagaimana dapat di
lihat pad1aLarnpiran2 dan 3.

c. PenyalurenI I

Penyalu~an adalah suatu kegiatan instansi penerima pengaduan
masyarakat untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada instansi yang
berwena1ng melakukan penanganan, tindakan korektif dan tindakan

I I

hukurn lai~n~a sesual dengan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan
kewena1grnnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang be~la,ku.

I

'"
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,
L

Penataan dokumen atau pengarsipan yang baik dimaksudkan untuk
I

menYimp~n dengan aman dan mempermudah serta mempercepat
pencarian kernbali dokumen pengaduan masyarakat bila sewaktu­
sewakt~ diperlukan. Penyimpanan dokumen diatur berdasarkan
klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu
penqaduan, yang penyimpanannya disesuaikan dengan sarana dan

D. PenqarsipanI I

tlndak pidana korupst yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
atau i penyelenqqara negara, mendapat perhatian serta meresahkan
mas~atakat dan/atau menyangkut kerugian negara paling, sedikit
RP1.PQO.OOO.ooo,oo (satu milyar rupiah), penyalurannya disampaikan
kepa~a APIP instansi terlapor agar dapat segera ditindaklanjuti,
denqan tembusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan
Instahsi Pemerintah terkait.

I '

3. Dalam rangka melindungi pelapor dari pihak yang tidak
berkepennnqan, instansi/unit kerja yang menangani pengaduan
masyarakat wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya

I
iden~itc}spelapor, seperti tidak mencantumkan identitas pelapor dalam
sura~penyaluran dan menutup identitas pelapor yang terdapat dalam
surat penqaduanyang dilampirkan bersama surat penyaluran.
Apatiil~ dalam rangka proses pembuktian kebenaran pengaduan
diPe~lu,kanketerangan pelapor, instansi/unit kerja yang berwenang
menanqani pengaduan masyarakat dapat meminta identitas pelapor
kep~d~ instansi/unit kerja yang menyalurkan/mengirimkannya dengan
kew4jilpanuntuk tetap merahasiakan identitas pelapor.

I

4. Apabila terjadi kesalahan alamat penyaluran dan atau lampiran surat
pen~al!Jran yang tidak sesuai, maka instansi penerimanya wajib
segerEl; mengembalikan keseluruhan berkas penyaluran kepada
insta,nsi yang menyalurkan/mengirimkannya, agar dapat segera
dilakpkan langkah perbaikan sebagaimana rnestlnya.

5. Apabua terjadi kesalahan tujuan penyaluran yang bukan kewenangan,
rnaka ,instansi penerlrna agar segera menyalurkan kembali kepada
insta~n$iyang berwenang menangani dengan tembusan kepada
instansi yang menyalurkan dan instansi lain yang terkait, agar dapat
seg+~ dilakukan penanganan sebagaimana mestinya.
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prasarank:vang ada serta berdasarkan prosedur pengarsipan yang
berlaku·i :
ArsiP-arsIP!suratpengaduan masyarakaf yang berkadar pengawasan dan
bersifat ~ahasia harus disimpan dengan baik dan hati-hati. Terhadap
permintaa~ informasi dari pihak lain (masyarakat, ..Lembaga Swadaya
MaSyara~a~,media. massa, dan lain-lain) yang tidak terkalt, lntormasl
yang dapkt diberikan hanya data statistik penanganannya bukan
sUbstans11j,I k.ecuali untuk surat pengaduan masyarakat yang tidak
berkadar I pengawasan seperti sumbang saran, permintaan

I
sumbangail/bantuan, dan lain sebagainya.

I I
I
I

I

Ii
!~
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3. KlarT~a5i

Kegi~tqn klarifikasi dilakukan sebagai berikut:

a. mbminta penjelasan baik secara lisan maupun tertulis kepada
P+dk-Pihak yang terkait dengan perrnasalahan yang diadukan;

b. mF1fkukan penilaian terhadap permasalahan yang diadukan
dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang

I :
brlFkU;

c. merpinta dokumen pendukung atas penjelasan yang telah
di~E\mpaikanoleh pihah-pihak yang telah dimintakan penjelasan.

Pengaduan Imasyarakat yang berkadar pengawasan wailb diselesaikan
dengan meldkukan pembuktian atas kebenaran substansinya rnelalul
kegiatan-ke~iJtan, sebagai berikut:

I '
. I

A. Pemeriksaan

T I I: L .1. e aahan anjutan

Telalh~n lanjutan dilakukan sebagai berikut:

a. m~r),pelajaridan rnerurnuskan permasalahan;

b. pemaparan hasil rumusan kepada pimpinan instansi untuk kasus-
k I I . TkjSI!JSyang sign! I an;

c. rnorumuskan bahwa pengaduan sudah mengarah kepada adanyaI . .
PEfIa;nggaranterhadap peraturan yang berlaku.

i
2. Koniirl11asi .

Kegiatan konfirmasi dilakukan sebagai berikut:
I "d ffk .t I .a. mj1g1 en I I aSI er apor;

b. m~'1cari informasi tambahan dari sumber lain yang berkaitan
denqan permasalahan yang.diadukan sebagai bahan pendukung.

! I

II'

PEMBUKTIAN PENGADUAN MASYARAKAT

BABIV
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5) , menentukan keabsahan dan kecukupan bukti-bukti yang telah,
i diperoleh:

6) I merumuskan hasil pemeriksaan.
I

3. Terhadap pengaduan masyarakat yang dinilai penting dan strategis
sertalbfrdampak nasio~al, perlu dilakukan pen~n_9an~nlintas ~nstans~
denqan membentuk Tim Gabungan yang terdiri dan unsur lnstansl
pernerintah terkait.

2. Pernerlksaan dilakukan dengan cermat, cepat, mudah serta hasil yang
dapa~dipertanggungjawabkan, yaitu dengan cara:

a. menyusun/menentukanTim Pemeriksa yang berkompeten;

b. menqatokaslkan anggaran pemeriksaan;

c. rnenyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP), yang meliputi:! -
1) penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang

relevan dengan permasalahan yang diadukan;

2) rnenentukanmetode atau prosedur pemeriksaan;

3) i menentukan waktu dan lokasi yang diperlukan;

4) , menentukan para pihak yang perlu diminta keterangan;
I

Apabila ihasilnya menyatakan harus dilakukan pemeriksaan yang lebih
mendal9rri, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

I
1. Kegiata,npemeriksaan mengacu pada sistem, prosedur dan ketentuan

serta larah dan kebijakan penanqanan pengaduan masyarakat pada
setiap, lnstansl penerima pengaduan untuk memperoleh bukti fisik,
buktl 8qkumen, bukti perhitungan, keterangan ahli dan atau buktl-buktl
lainn~amengenai kebenaran permasalahan.

,

Hasil d~ri~ telaahan lanjutan, konfirmasi, dan klarifikasi pengaduan
masyara1kat adalah berupa kesimpulan tentang perlu atau tidaknya
dilakukap pernerlksaan atas permasalahan yang diadukan ..

Apabila i hasilnya menyatakan menyatakan tidak perlu dilakukan
pemerlksaan karena tidak cukup bukti, maka instansl penerima
penqaduan agar menginformasikan hasilnya kepada pelapor dan Menteri
Negara PendayaqunaanAparatur Negara atau instansi terkalt,

"



D. perlind~n~anTerhadapPelapordanTerlapor

Selama : proses pembuktian pengaduan, lnstansi/unit kerja yang
berwenanq menangani pengaduan masyarakat wajib memberikan
perlindunqan hukum dan perlakuan yang wajar balk kepada pelapor
maupun terlapor.

4. Hasil jpymeriksaan pengaduan masyarakat segera disampaikan oleh
instarisi pemeriksa kepada:

a. plmptnan instansi terlapor;
b. pi:m'pinaninstansi penerima penqaduan;

c. K~menterian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara{Tromol
Ipp$ 5000.
I

5. APlp! Pusat dan Daerah yang menangani pengaduan masyarakat
waJib; rnelaporkan perkembangan penanganannya secara berkala
(setiap .semester) kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Neqa]a, dengan menggunakan format pada Lampiran 4.

C. Pelaporan

1. Laporrril hasHpemeriksaan disusun seca.rasistematik, singkat, jelas
dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat kesimpulan dari
hasil I telaahan lanjutan, konfirmasi dan klarifikasi, pemeriksaan
deng~nidata pendukung serta saran tindak lanjut.

2. Hasilpemerlksaan atas pengaduan masyarakat yang' disalurkan oleh
suatu lnstansl pemerintah harus dilaporkan kepada pimpinan instansi
yang menyalurkan:

3. Lapo1a~ h~Sil pemeriksaan atas pengaduan masyarakat yang
menyr~gkut kerugian negara/daerah paling sedikit
Rp1.~00.000.OOO,oo(satu milyar rupiah) wajib disampaikan kepada
Pimpi,n$nKomlsi Pemberantasan Korupsi (KPK);,

B. Waktu ieflye,esaian

penang1n~n pengaduan masyarakat harus dapat diselesaikan dalam
jangka .f~ktU paling lambat 90 (sembilan puluh) hart setelah surat
pengad~a~ diterima oleh instansi yang menangani, kecuali ada alasan
yang da~a~dipertanggungjawabkan.

19
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2. perli:n~UnganTerhadap Terlapor

a. plrnplnan lnstansi Pemerintah atau Pejabat yang berwenang wajib
1e~perlakukan terlapor sebagai. pihak yang tidak bersalah
sarnpal hasil telaahan, konfirmasi, klarifikasi dan pemeriksaan
d~pat membuktikan benar atau tidaknya pengaduan masyarakat;

b. P1irnpinanInstansi Pemerintah atau pejabat yang berwenang wajib
rnernberlkan perlindungan kepada terlapor dengan tidak
rnernberlkan sanksi dalam bentuk apapun tanpa didukung bukti
yang sah dari hasil telaahan, konfirmasi, klarifikasi dan

I .
prrreriksaan.

I

a. pel~por yang memberikan informasi tentang adanya lndlkas!
p~n~timpanganyang dilakukan oleh aparatur pemerintah/negara
s~l~ma proses pembuktian pengaduan masyarakat tidak dapat
diturtut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan
y~ng akan, sedang, atau telah diberikannya sesuai dengan

I '

ptr~turan perundang-undanganyang berlaku;

b. pelapor yang memberikan informasi adanya indikasi
p~n¥impangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah/negara
y~nb pengaduannya belum ditangani oleh Aparat Penegak Hukum,
pelapor diberikan perlindungan bersifat administratif dengan selalu
m:e~jagakerahasiaan identitas pelapor,

c. apabila pengaduan tersebut sudah ditangani oleh Aparat Penegak
Hp~um dan pelapor dijadikan saksi, maka pelapor berhak
miendapatkan perlindungan sesual denqan ketentuan Undang­
Urdang N,omor13 Tah~n 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban.I '

1. Perllndungan Terhadap Pelapor
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I

b. tin:d~kantuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

c. tinidq.kangugatan perdata;

d. tindakan pengaduan perbuatan pidana;

e. tindakan penyempurnaan manajemen lnstansi yang bersangkutan.

B. penye'ls~ian Hasil Penanganan

1. LapO~aljl hasil penanganan pengaduan masyarakat agar
ditinda~lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

I Iundangan yang berlaku, berupa:
I I

a. tindakan administratif;

6. Meneqakkan hukum dan keadilan secara tertib, proporsional dan
I I

demo~rFtis.

A. FUngSi,H,asilPenanganan

Hasll per~nganan pengaduan masyarakat dapat berfungsi untuk:

1. Menu1m1buhkembangkanpartisipasi masyarakat dalam membangun
kontrol sosial yang sehat terhadap jalannya pemerintahan;

2. Menj,dJ salah satu tolok ukur (barometer) kepercayaan masyarakat
terhaaap kinerja aparatur pemerintah;

3. Mem~a~gun citra aparatur pemerintah yang beretika, bermoral,
profe~i~nal, transparan, bertanggung jawab dan memiliki jiwa korsa
apar~tqr pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayarian masyarakat;

4. Mem~eibaiki dan mehgefektifkan sistem pengendalian intern
term,syk pengawasan fungsional, khususnya bidang pelayanan
masyr.rflkat danpenceqahan p~aktekkorupsi, kolusl, dan nepotisme;

5. Menumbuhkan kepekaan dan mengefektifkan fungsi manajerial
terutJm'a dalam memperbaiki perumusan kebijakan, perencanaan,
peng~nggaran, pelaksanaan dan' laporan pertanggungjawaban di

I I

sernuaJenjangblrokrasi pemerintah;
!

HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
I '

BABV

\.
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1) pernutakhiran data;

a. secaralangsung
I

"I. Pernantauan
I '
I

; ,
4. Terhadap hasil pemeriksaan

a. a~~Ha pelapor merasa tidak puas atas hasll pemeriksaan dan
men~yarnpaikanpengaduan rnasyarakat kernbali disertai dengan
bulkt!pendukung yang mernadai, plmplnan instansi atau pejabat
yahg diberi wewenang perlu melakukan pengkajian ulang terhadap
h~,Siipemeriksaan; .

b. te~hCj1daphasHpemeriksaan yang dianggap kurang memadai atau
tidak sesuai dengan kondisi dan fakta yang sebenarnya,
K4~enterian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara atau
lnstansl lain terkait yang berhak menerima laporan atas hasil
tin~9-k lanjut penanganan pengaduan masyarakat dapat
rnelakukan verifikasi atas kebenaran hasil pemeriksaan tersebut.

I ~

C. pemantf~an Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat

pemant~u~m atas hasil penanganan pengaduan masyarakat dllakukan
oleh instf1si yang berwenanq.

3. Terh~dtp Terlapor

a. a9a?ila hasll pemeriksaan tidak terbukti kebenarannya, pimpinan
instansi atau pejabat yang diberi wewenang segeraI! .
meqgembalikan nama baik terlapor;I .

b. a9a?ila hasll pemeriksaan mengandung kebenaran, pimpinan
lnstanst atau pejabat yang diberi wewenang segera mengambil
tin:d~kansesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yapQlberlaku.

I •

2. Terhadap Pelapor

Pimpln~n mstanst atau pejabat yang, diber! wewenang dapat
menyrfTlPaikan informasi hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat
kepaqalpelapor;, ,
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berdasarkan pertimbangan teknis pernerlksaan, terhadap
kasus pengaduan masyarakat sudah tidak dapat
dilakukan pemeril<saan/ditindaklanjuti.

i
(6)

!

i(b,) diluar kewenangan instansi yang bersangkutan dan
disalurkan ke instansi yang berwenang menangani; atau

3. Status ~enanganan
I

a. Statu'sDalam Proses
APf~ila permasalahan yang diadukan sedang dalam proses
pe~arganan oleh instansi pemerintah yang menerima pengaduan
mals~arakat.

b. St~tu'sSelesai
I i
I

1) linrtansi/unit kerja yang menerima penyaluran pengaduan
Imasyarakat telah melakukan penanganan dengan bukti yang
IS~hdan dapat dipertanggungjawabkan; atau

2) lin1stansi/unit kerja yang menerima penyaluran pengaduan
masyarakat tldak dapat melakukan proses pemeriksaan
I I
ikE;lbenaranpengaduan masyarakat, karena:
i(a) telah dilimpahkan atau ditangani oleh Aparat Penegak

Hukurn: atau

I

2. Bukti PenangananI I .

Bukti I P1enanganan adatah laporan hasil pemeriksaan dengan
melanlPirkan bukti pendukung.

b. se~a~atidak langsung

1) Im;elaluikomunikasi elektronik;

2) im.elaluisurat menyurat.

2) l~pat koordlnasi:

3) Im1onitoringke instansl yang menanqanl,
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I
I I

I :

KOORIDINASIPENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
! 1

Dalam Ir~ngka menghindari tumpang tindih pemeriksaan dan
mengeferifkan penanganan pengaduan. masyarakat, perlu dilakukan
koordina1i I antara instansi yang terkait, dengan pemberitahuan kepada
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara untuk kasus-kasus
yang ber~ifkt khusus.

A. Koor~itsi lntern Departemen/Lembaga

1. A1t~ra pejabat/unii kerja di Iingkungan lnstansl masing-masing; .

2. A1t~ra pejabat/urut kerja yang menangani pengaduan masyarakat
de1nQJanpejabat/unit kerja lain di lingkungan instansi tertentu.

B. Koor~itsi Anlar Departemen/Lembaga

1: A1t+a APIP dan atau yang menangani pengaduan masyarakat;

2. A1t,ra APIP denqan Kementerian Negara Pendayagunaan
A1afatur Negara;

3. A1t~ra APIP dengan Aparat Penegak Hukum.

C. Koordi~asi Antara APIP dengan Masyarakat/Organisasi
I I

Kemisyarakatan.

1. A1t~ra APIP dengan pelapor/rnasyarakat;
2. AT*a APIP dengan organisasi kemasyarakatan.

BAS Vii

1'1

:1
e :;



25

I
I
I

I I
I I

I

Dalarn rang~alrnewujudkan kelancaran penanganan pengaduan masyarakat
dan agar per~ngana.n peng,aduan masyarakat dllaksanakan secara balk dan
benar, perluldidukung dengan anggaran yang memadai.
Untuk itu setiap Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib
menyediakar Ianggaran untuk penanganan pengaduan masyarakat, yang
dibebankan pada anggaran APBN/APBD instansi masing-masing.

I '
I

I

i

i

ANGGARAN'

BAB VII:

I
I

I
I '
I

I

II
11

IIA
Ii
\ij

~ Ii
II
II
il
11

il
i1
II

.II
Ii
II
11
II
il
II
il
II
:1



1. Plmplnari instansi pemerintah/unit kerja yang menolak pemeriksaan oleh
aparat ~Jngawasan fungsional yang berwenang dan atau tidak
rnenindakl~njuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan atas pengaduan
masyara~~t sebagaimana mestinya dan atau melindungi aparatur yang
melanggrrl aturan dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi lain
sesuai den:ganketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku;

2. Pimpina~ ; instansi pemerintah atau aparatur pemerintah yang
bertangg:u~g jawab menangani pengaduan masyarakat yang tidak
melakukanl penanganan pengaduan masyarakat dalam waktu 90
(Sembilar IpLi'Uh)hari setelah surat pengaduan diterima tanpa alasan
yang dapa; dipertanggungjawabkan, dikenakan sanksi administratif dan
atau sarlk?i lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; I . ,

I
3. Instansi IP~merintah dapat memberikan sanksi admlnlstratlf dan atau

sanksi Jain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang be~la!kukepada aparatur pemerintah yang menangani pengaduan
masyarar~t yang melanggar etika dan standar dalam menangani
penqaduan masyarakat;

4. Instansi pemerintah dapat memberikan sanksi administratif dan atau
sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

I
yang berlla~ukepada APIP yang tidak benar dalam memberikan laporan
hasil pe1e:riksaan atas pengaduan rnasyarakat, ,

BABvm

SANKSI

I I
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Taufiq Effendi

Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara

Dengan ad~nya Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi
Instansi pef~rintah ini diharapkan aparat/pejabat yang bertugas menangani
pengaduan rasyarakat di masing-masing instansi pemerintah baik di pusat
maupun dar+h dapat meningkatkan intensitas dan kualitas pelayanan
pengaduan fCilsyarakat.

Setiap inst~n'si pemerintah pusat dan daerah dapat menindaklanjuti
Pedoman ~+um Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi lnstansl
Pemerintah ini dengan membuat Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan
MaSyarakat.1 I
Pedoman in~rnerupakan acuan bagi instansi pemerintah dalam penanganan
pengaduan m~syarakat untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah demi
terwujudnya p~merintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusl, dan
nepotisme.

!

PENUTUP

BAB:IX

,.
~ I!

u
il

I,

"
"

I I
I
I

..

April 2009Jakarta,
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Taufiq Effendi
,

• II
ii

/~.-

Menteri Negara
_!......l ......... ~~unaan Aparatur Negara~ I

Jakarta, 7 April 2009

Pedoman ini rerupakan acuan bagi instansi pemerintah dalarn penanganan
pengaduan maJyarakat untuk rnernperbatkl kinerja instansi pemerintah demi
terwujudnya J1e~erintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme.

I

PENUTUP

BAB IX

I
I
I :

Dengan adanya Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi
lnstansl pem~rihtah ini diharapkan aparat/pejabat yang bertugas menangani
pengaduan nlatyarakat di masing-masing instansi pemerintah baik di pusat
maupun daefar dapat meningkatkan lntensltas dan kualitas pelayanan
pengaduan mr1yarakat.

Setiap insta~si pemerintah pusat dan daerah dapat menindaklanjuti
Pedoman urilim Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi lnstansi
Pemerintah ini 6engan membuat Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan
Masyarakat. i I

, '

'I
I'.I...
"



I •

I

I
I

j

lLAMPIRAN
I I
I I

I '
I



0301

0302

0303

0304

0305

0306

0307
0308

0309

0310

0311

0312

0313

0314

0300

0201

0202

0203

0204

0205

0206

0207

0208

0209

02.10

0211

0212

0213

02.14

0215

0216

0217

0200

0100
0101

0102

0103

0104

0105

0106

____l ~----- -.-------------.---------------------------------~----·-~

- Penguasaan tanpa ~a~ atas uang/kekayaan negara
- Pemalsuan/pengeluaran fiktif/pembelian barang tidak sesuai dengan spesifikasi

Pembelian dengan ~ar~a dimahalkan (mark up)
Penyelewengan ata~ p~nyimpangan pengelolaan anggaran

- Penjualan atau manipu:lasi penjualan milik negara
Pemotongan angga~an\ dana bantuan dan kredit bank
Penyalahgunaan anggaran/dana
Manipulasi perpajakkn idan retribusi

- Penyimpangan pros~s ~elelangan
Pemerasan. penyltaan, kornisi, hasil penjualan tidak setor

Penyimpangan terh~da'p pemenuhan kebutuhan masyarakat
Pungutan liar
Gratifikasi

- Korupsifpungli Ialnnya

03. Korupsi/pungli, rnellputl:

I •
- Pelayanan perbankan/asuransi

Pelayanan kelistrik~n
- Pelayanan telekomJni~asi
P I .. I

- e ayanan air mlnuip
- Pelayanan Polri
- Pelayanan lainnya

Penggunaan fasilitas/barang milik negara
- Penyalahgunaan w~w~nang lainnya

I I

02. Pelayanan masya~a~at,meliputi:

- Pelayanan pengurula~ dokumen/identitas diri

P
... I i

engurusan penpnan

- Pelayanan pembaYfraln gaji/pensiun
Pelayanan pajak dan cukal .
Pelayanan perindu+i~n, perdagangan, dan koperasi

Pelayanan perhuburg~n
Pelayanan transmigrasi

- Pelayanan pendidikrn ~
- Pelayanan kesehatan

Pelayanan sosial

- Pelayanan imigrasi I

PEN Et-OMPOKKAN BERDASARKAN JENIS PENYIMPANGAN

I

01. Penyalahgunaan wewenang, rnellputi:
I I

- Perbuatan aparatu~ y~ng merugikan masyarakat
- Pemaksaan kehendakI '
- Tindakan sewenang-w,enang
- Salah kelola !.,

Lamplran 1
¥ )'



0400

0401

Jabatan/mutasi 0402

- Gaji/rapel gail 0403

- Pensiun/tunjangan: 0404

- Kesejahteraan pegawai 0405I
- SKpegawal 0406

-. Pemalsuan berkasteregaWaian 0407

- Pelanggaran PP 10/1983jo PP 45/90 0408

- Disiplin Pegawai N~gJri (PP 30/1980) 0409

- Hubungan kerja kebeJawaian (PHK) 0410

- Penerimaan pegaJai ~aru/tenaga honorer 0411

Tanda jasa dan Sej~niSnya 0412

- Ketidakjelasan pek~rj~an/non job 0413

- Permasalahan TKlf~ 0414

Jabetan/sesempatan ~erja 0415

- Masa kerja ! 0416

- Norma kerja dan p,rsyaratan kerja 0417

- Pelanggaran keper~aian/ketenagakerjaan lainnya 0418

05. Pertanahan/perumal;lan,meliputi: 0500

Ganti rugi tanah/ta~ariJan 0501
Hak atas tanah 0502

- Manipulasi tanah 0503
- Peruntukan tanah/tata ruang 0504

Sertifikal tanah I 0505
- Pembebasan tanah 0506

Tanah warisan 0507
I

- Penggalian tanah/Pienpbangan pohon 0508
Tanah yang dijadikan agunan kredit 0509I I

Pembongkaran rUl11ah '0510

- Pemilikan rumah 0511
- Hak penghunian rumah 0512

Ganti rugi'rumah 0513
- Ijin bangunan (1MB). 0514
- Sewa menyewa rumah 0515

- Peruntukkan rurnaf 0516

- Permasalahan pertanahan/perurnahan lainnya 0517
I

06. Hukum/peradllan ~aJ1 HAM, meliputi: 0600
;

Persengketaan 0601

- Pelanggaran huku1 0602

pencurian/penadaianl 0603
Pemalsuan ' 0604

- Penipuan 0605
Penggelapan 0606

- Kontrak/perjanjian/ak"\d nikah/cerai 0607

Grasi, amnesli, reh~bi!ilasi 0608

Peninjauan kembal! 0609

Kasasi 0610
- Banding. 0611

Eksekusi 0612

Barang bukti/lelangi 0613
Proses hukurn (lam8. ticlak adil) 0614,

- Pelanggaran HAM' 0615
Permasalahan hukLim!peradiJan Jalnnya 0616

I
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0700

0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0709
0710

0800

0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808
0809
0810
0811

0900

0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907

1000

1001
1002
1003
1004

- Permohonan bantuani sumbanqan
Penyampaian USUI/surb~ng saran
Pelanggaran media massa/elektronik
Surat-sura! yang tidaklm~mi'iki kadar pengawasan lainnya

. I
I

10. Umum

09.

08.

I I

07. Kewaspadaan NasiJnal, meliputi:
I I

Separatisme '
SARA
Gangguan Kamtibmas

I
Penyelundupan/perdaga,ngan ~elap
Perjudian/pelacuran I :
Uang palsu

- Narkoba
- Kenakalan remaja
- Perbatasan Wilayah I
- Kewaspadaan NasiOr' !ainnya

Tatalaksanatregulaii, reliPuti:
Pengaturan perdagangap/tata niaga
Prosedur dan persyarktan pemilihan kepala Daerah, Kades

'I I
Penentuan tarif, harga dan sumbangan
Penqaturan angkutanld~rat, laut dan udara
Kepemimpinan/Peme~int~han dan pengelolaan unit kerja/badan usaha
Prosedur dan persyarat~n keimigrasian
pengalihan/pengemb~n~an status wilayah

- Prosedur pencairan ukng perjalanan/lumpsum pindah kerja
Penentuan kepanitiaar 1

- Prosedur pengiriman se10lah ke luar negeri
- pengaturan/tatalaksata/regUlaSi lainnya

Lingkungan Hldup, Il'iPuti :
Pengerusakan tanah/ilngkungan
Pencemaran udara d9n ?ir
Kebisingan . t .

Perlindungan satwa/hewan langka
Perlindungan tanamanll I
Amdal I
lIIeggallogging/illegallfis~ing

I

-,
II
il
"
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5. Tanggapan ~amgberupa hasil penanganan pengaduan masyarakat yanq
diterirna oleh Kementerian Negara PAN{frornol Pos 5000 dari lnstansi
yang. menanpan' dapat disampaikan juga kepada masyarakat sebaqai
pelapor yanq.mernpunyai identitas jelas, jika diperlukan.

1. Masyarakat il1lenyampaikan pengaduan rnelalul Kementerian Negara
PAN!Tromol r= 5000 atau langsung ke Instansi terlapor;

2. Oleh Kementsrlan Negara PAN!Tromol POS.5000 disalurkan ke tnstansi
terkait yang ~erwenang menangani, sedangkan oleh Instansi Pemerintah
yang langsu~gl menerima pengaduan, pengaduan dapat ditangani oleh
instansi tersr~ut atau disalurkan kepada instansi terkait yang berhak
menangani

3. Pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada beberapa instansi
pemerintah, penanqanannya dilakukan oleh instansi yang berwenang
sesuai dengan substansi permasalahannya, apabila dianggap strategis
dan lintas se~toral dapat dibentuk tim gabungan dari instansi terkait;

4. Dari InstansiIllilemberikan tanggapan atas hasl: penanganan pengaduan
masyarakat tersebut kepada Kementerian Negara PAN!Tromol Pos 5000
dan atau d~p~t diberikan kepada Masyarakat sebagai pelapor yang
mempunyai i~eintitasjelas;,

Keterangan :

Tanggapan

I Tanggapan
I
I

I
I
I
IL_~ L J

Pengaduan

Tanggapan Tanggapanr-\~------., I---~--""--I

Me~qnisme Penanganan Pengaduan Masyarakat

Lampiran2
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3. l.embaga/!nstansi/PejabatterkaitAparat PenegakHukum(APH)Kasus - kasus bersifat khusus, nasional, strategis,
lintas sektoral ataumelibatkanPejabatNegarasesuai
dengan Pasal t t UUNo.43Tahun 1999tentang Pokok­
Pokok Kepegawaian

Plrnplnan Instansi terkaltdan Menpan

Pimpinan Instansi terkait dan Menpan

Plmplnan Instansl terkalt dan Menp<;ln

APIPterkait

APIPterkait

Aparat PenegakHukum(APH)

a. PemdaProvinsi (termasukBUMD/BHMD)

b, Pernda Kabupaten/Kota(termasukBUMD/BHMD)

c. DPRDProvinsi/Kabupaten/Kota

2. Instansi PemerintahDaerah

Plmpinan Instansl terkalt dan Menpan

Pimpinan Instansi terkait dan Menpan

Plmplnan Instansl terkait dan Menpan

Instansi terkait dan Menpan, tembusan Irjen Dephan

Instansi terkait dan Menpan, ternbusan Irjen Dephan
Plmplnan Instansi terkait dan Menpan

Plmpinan Instansi terkait dan Menpan

Pimpinan Instansi terkait dan Menpan

APIPterka!t

APIPterkalt.

APIPterkalt

APIPterkalt

APIPterkait
APIPterkait

APIPterkait

APIPterkait

a. Sekretariat Jenderal LembagaTinggi Negara

b. Departernen/Kementerian/LPND

c. KejaksaanAgung R.1.

ct. M.abesTNI

e. MabesTNIAD/AL/AU
f. Kepollsian NegaraR.I

g. Sank Indonesia

ih. BUMN/BHMN/BadanUsaha/l-lukurn Lain

INSTANSI/UNIT KERJA YANG BERWENANG MENANGANI PENGADUAN MASYARAKAT

l,..ampirah :3



Jabatan : .
....................... , " .

Pejabat Yang Melaporkan,
~ ~ ,;" .~ .

Larnptran 4

_._.5ANKS.I-

A.

PENGADUAN MASVARAKAT

LAPORAN SEMESTER 'TAHUN
HASIL PENANGANANPENGADUANMASYARAKAT.

lnstansi:


